VNN NI NI ENT NN N NN NN N NTENTENT NS SN ESNTEEN

ENTL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PANEEANTAN N T INYINTINGTINTIN,

7,
it
7
""‘i
/
>
<]
D
Z
N
74
J
/i
N
.,“1
%4

N
/
N
/.
N
,4
N
.“J
N

N

ANGTAN NN TEATIN L

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SN

%
LS N

NS AN N N AN AN TINGIN T IN T /NTINGT AT NG NG AN AN AN G N AN T ING T



Menimbang

Mengingat

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengeloiaan Keuangan Daerah,
Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendypatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);
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Undang-Undan;. Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaai. Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noinor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negari Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir cdengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara K )ublik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomcr 6757);

Undang - Undeng Republik Indonesia Nomor 62 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

Pere‘q.uran Pem~rintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kel angan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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10.

11.

12,

13.

14.
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4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembesran N=gara Republik Indonesia
Tahvn 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Admunistratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor o, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan K:uangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun
2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagairaana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun ZfzoT
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15.

16.

17.

18.

19.

.

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administresi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partei Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Penda: atan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indones.a Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tenteng Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kablj;paten Katingan Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83, Nomor
Register Peraturan Daerah Kabupaten Katingan, Provinsi
Kalimantan Tengah : 06,108/2022).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K/ABUPATEN KATINGAN

Menetapkan

dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
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Paszl 1

Dalam Peraturan Daerahtini yang dimaksud dengar :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebaga. unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan.

4. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

6. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang | dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebzsar-besarnya kemakmuran

rakyat.
Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan 'Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan
Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan Rincian sebagai
berikut :
a. Pendapatan Daerah Rpl.474.579.:84.490,00
b. Belanja Daerah Rp1.631.703.634.490,00
Detisit/Surplus Rp(157.124.350.000)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rpl157.124.350.000,00

2. Pengeluaran Rp0,00

Pembiayaan Netto Rp157.124.350.000

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00

Pasal 4

sebesar Rp1.474.579.284.490,00 yang bersumber dari :
a. Pendapatan Asli;

b. Pendapatan Transfer; dan

¢. Lain - lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan ;‘/

[ 14
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Pasal 5

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp133.197.130.490,00 yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp85.958.514.224,00

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp7.547.880.558,00

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp3.500.000.000

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.190.735.708

: Pasal €
A\
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
direncanakan sebesar Rp1.334.332.154.000,00 yang terdiri atas:
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan transfer antar daerah
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.290.765.554.000,00
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp43.566.600.000,00

Pasal 7

(1) Lain — lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimkasud dalam
pasal 4 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp7.050.000.000 yang terdiri atas:
a. Pendapatan Hibah,;
b. Dana darurat;
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp50.000.000;

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp0,00

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp7.000.000.000

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah sebagaime na dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan
sebesar Rp1.631.703.634.490,00'yai.g bersumber dari :
Belanja operasional;

Belanja modal;

Belanja tidak terduge; dan

Belanja transfer.

po o
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Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp1.041.518.520.483,47 yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja bunga,
d. Belanja subsidi;
e. Belanja hibah; dan
f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp562.297.778.093,00

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp391.899.649.4 20,05

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp )

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp1.850.000.000,00

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp81.376.652.970,42

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp4.094.440.000,00

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b
direncanakan sebesar Rp302.561.368.406,53 ya~~ terdiri atas:
a. Belanja modal tanah,
b. Belanja modal peralatan dan mesin,
c. Belanja modal bangunan dan gedung,
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan/atau irigasi,
e. Belanja modal aset lainnya;

(2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp713.500.000,00

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1
huruf b direncanakan sebesar Rp79.231.319.645,42

(4) Belanja modal gedung dan bangt nan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan, sebesar Rp117.637.593.112,85

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.757.417.748,26

(6) Belanja modal aset Tetap lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp127.137.900,00

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp94.400.000,00

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp40.260.000.000,00 yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d
direncanakan sebesar Rp247.363.745.600,00 vang terdiri atas:
a. Belanja bagi hasil; dan

i

b. Belanja bantuan keuangan / W Aé)
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(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimnaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar’' Rp239.863.745.600,00

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daeran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan;

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

(1) Anggaran penerimaan pembiayaen sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
huruf a direncanakan sebesar Rp157.124.350.000,00 yang terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
c. Penerimaan pinjaman daerah;
d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
e. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang — undangan.
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran ahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 15

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf b direncanakan sebesar Rp yang terdiri atas:

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

Pemberian pinjaman daerah; dan

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

RO DR

Pasal 1€

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar
Rp(157.124.350.000,00)

(2) Pembiayaaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar
Rp157.124.350.000,00

Pasal 17

(1) Dalam keadaan darurat termasuk Kkeperluan mendesak, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran
2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan
kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi

[
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Anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tida. melakukan perubahan

APBD.

(2) Keadaan darurat sebagaimana diinaksud pada ayat (1) meliputi :
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian

luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan

sarana/prasarana yang dapat mengganggu Kkegiatan

pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam raigka pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dclam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan

tidak dapat

diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang
masyarakat.

lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2y tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok
dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran Il

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,_'
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok
Jenis Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan
sub kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
dalam rangka peangelolaan keuangan negara;

. Lampiran VI

Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;

. Lampiran VII

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
APBD;

Lampiran VIII

Sikronisasi Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD,;

Lampiran IX

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

10.

Lampiran X

Daftar Jumlah Fegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11.

Lampiran XI

Daftar Piutang Daerah;

12.

Lampiran XII

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jemak (multy yearsy;

I
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15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 19

Bupati menetapkan peraturan Bupati Katingan tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD.

Pasal 20
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ciundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Katingan dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 31 DERMbET 202¢

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3| DZSRMIKXT 201y

NOMOR REGISTER PERATURAN DAIZRAH KABUPATEN KATINGAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 07,99/2024



II.

<3l =

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

UMUM

bahwa untuk melaksenakan ketentuan pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh
persetujuan bersama;

Dengan menetapkan secara rinci jenis belanja operasi, belanja
modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, untuk selanjutnya
dimasukan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggran 2025.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5 )

Cukup jelas s
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

o
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Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas :
Pasal 16 5

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup Jelas
Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 99



